
 

 
 

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 08 TAHUN 2011   

TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka tertib, efisien, dan efektifitas 
administrasi penyelenggaraan pemerintahan, perlu 
dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah 
dinas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup;  

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan 
Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor  2 Tahun 2005 tentang Pedoman Administrasi 
Umum di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 
perlu dilakukan penyesuaian kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Tata 
Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup; 
 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059);  

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

3. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia; 
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata 
Naskah Dinas; 

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 474 
Tahun 2009 tentang Penetapan Logo Kalpataru Sebagai 
Logo Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 

yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di 
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pemerintahan dan pembangunan. 

2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi 
dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam 
komunikasi kedinasan.  

3. Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksaaan tugas pejabat dalam 
menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, 
permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan 
lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan. 

4. Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam 
melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, 
pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas 
memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak 
memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan 
disposisi oleh pejabat yang dituju. 

5. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, 
sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah 
pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. 

6. Memorandum/memo adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan 
suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat 
kedinasan. 
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7. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan 
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting 
dan mendesak. 

8. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari 
pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan 
kebenaran sesuatu hal. 

9. Surat Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada 
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

10. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada 
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

11. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama 
antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

12. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu  untuk melaksanakan 
perjalanan dinas. 

13. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada 
bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk 
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 

14. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk 
menghadiri suatu acara kedinasan. 

15. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat 
yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan 
tugas. 

16. Surat Panggilan adalah  naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi  
panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 

17. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
petunjuk tertulis kepada bawahan. 

18. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain 
berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis. 

19. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
pemberitahuan yang bersifat umum.  

20. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi 
informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 

21. Surat Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan kedinasan.  

22. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang 
berfungsi sebagai tanda terima. 

23. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal  
yang ditandatangani oleh para pihak. 

24. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi  
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah 
diwujudkan. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

25. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah 
dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan 
pelatihan tertentu. 

26. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah 
mengikuti kegiatan tertentu.  

27. Unit Pengelola adalah unit yang menangani dan memproses secara terus 
menerus dan dinamis. 

BAB II 
TATA PERSURATAN DINAS 

 
Pasal 2 

Penyelenggaraaan naskah dinas meliputi:  
a. pengelolaan surat masuk; 
b. pengelolaan surat keluar; 
c. tingkat keamanan; 
d. kecepatan proses; 
e. pengetikan naskah dinas; dan 
f. warna dan kualitas kertas.  

 
Pasal 3 

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
dilakukan dengan tahapan:  
a. penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara: 

1. pengagendaan dan pengklasifikasian sesuai sifat surat serta 
didistribusikan ke unit pengelola; 

2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan 
pimpinan; dan 

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. 
b. salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan  kepada yang 

berhak; dan 
c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat 

pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. 
 

Pasal 4 
Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
dilakukan dengan tahapan:  
a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas 

dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha 
dalam rangka pengendalian; 

b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi 
nomor, tanggal, dan stempel oleh unit persuratan di Kementerian lingkungan 
hidup;  

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan 
d. surat keluar diarsipkan pada unit kearsipan dan tata usaha. 
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Pasal 5 
Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan 
dengan mencantumkan kode pada amplop naskah dinas meliputi: 
a. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang sifat materinya memiliki 

tingkat keamanan tinggi  erat hubungannya dengan keamanan dan 
keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh kepada pihak 
yang tidak berhak akan merugikan negara; 

b. surat penting disingkat P, merupakan surat yang sifat materinya memiliki 
tingkat keamanan tinggi erat hubungannya dengan keamanan dan 
keselamatan negara, yang perlu segera ditindaklanjuti; dan 

c. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang sifat materinya memiliki 
tingkat keamanan biasa dan disampaikan kepada yang berhak. 

 
Pasal 6 

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi: 
a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima dapat 

diberi tanda XXX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar 
disposisi; 

b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima dapat diberi 
tanda XX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar 
disposisi; 

c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan 
d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima. 
 

Pasal 7 
Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, 
menggunakan spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan dan menggunakan jenis huruf: 
a. Bookman old style 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

produk hukum; dan 
b. Arial 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat kecuali untuk 

produk hukum. 
 

Pasal 8 
Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, 
berwarna putih dengan kualitas baik. 
 

BAB III 
NASKAH DINAS 

 
Bagian Kesatu 

Bentuk dan Susunan Naskah Dinas  
 

Pasal 9 
Bentuk dan susunan naskah dinas Kementerian Lingkungan Hidup meliputi:  
a. bentuk dan susunan produk hukum;  
b. bentuk dan susunan surat: 
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